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ABSTRAK 

 
The objective of the research was to examine and to prove empirically the influence of regionally 

generated revenue and capital expenditures on economic growth in districts/towns of North Sumatera and to 

examine balance fund as moderating variable, The population was 33 districts/towns (25 districts and 7 

towns) in North Sumatera. The samples (25 districts and 7 towns) had met the criteria during within years of 

observation so that there were 150 observations. The data consisted of PDRTB (Gross Regional Domestic 

Product) on constant price in order to find out the economic growth in districts/towns of North Sumatera, 

realization of PAD (regionally generated revenue), capital expenditure, and balance fund. The data were 

obtained from the Central Bureau of Statistics of North Sumatera and analyzed by using multiple linear 

regression analysis and residual analysis. The result of the research, using t-test, showed that partially PAD 

had positive and significant influence on economic growth, and capital expenditure had positive and 

significant influence of economic growth. The result of the research, using F-test, showed that 

simultaneously PAD and capital expenditure had influence on economic growth, while based on residual test 

it showed that balance fund did not moderate the correlation of PAD and capital expenditure and economic 

growth.. 
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A. PENDAHULUAN 

   
 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 

Undang - undang No.32 tahun 2004. Dengan adanya hal ini maka diharapkan terjadinya percepatan 

ekonomi dan mempercepat tujuan pembagunan nasional. Adanya otonomi daerah tentunya juga 

akan memacu daerah untuk mampu mengelola daerahnya sendiri agar mampu menjadi daerah yang 

mandiri dan menjadi sumber bagi pembagunan nasional. Dengan adanya rangsangan yang memacu 

daerah inilah yang akan membuat daerah berlomba-lomba meningkatkan potensinya masing-masing 

sehingga mampu menimbulkan suatu percepatan ekonomi. Maka sangatlah jelas bahwa otonomi 

daerah memiiki peran yang sangat penting terhadap pembangunan suatu daerah. 

Kebijakan terkait otonomi daerah yang tertuang dalam Undang – Undang (UU) Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam perkembangannya diperbarui dengan 

dikeluarkannya UU Nomor 32/2004. Pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia 

dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang juga mengacu pada UU Nomor 25/1999 

yang diperbaharui dengan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Pemerintah Daerah.  

Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah 

dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang 

menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-

program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk 

meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat. 
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Strategi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai upaya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan telah terlihat 

dengan jelas dan baik melalui kenaikan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun. Melalui 

kebijakan desentralisasi, daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal diharapkan dapat mengejar 

ketertinggalan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang sejalan dengan UU Nomor 32/2004 yang 

menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah menurut azas otonomi daerah, yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya 

pertumbuhan ekonomi hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat. 

Dalam proses penyelenggaraan dan penerapannya, otonomi daerah  diperlukan dana yang 

besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila 

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang 

cukup kepada daerah. Sesuai dengan  pasal 5 UU Nomor  33/2004, sumber pendapatan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 

Dalam memperoleh PAD, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan 

mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. 

Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk meghasilkan 

prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara 

optimal.  Melalui UU Nomor 33/2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya 

dapat ditingkatkan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah, 

secara akumulasi seharusnya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan 

memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Disisi lain desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru, setiap daerah mempunyai 

kemampuan yang  tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional daerahnya, sehingga 

menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah.  BPS (2012) menemukan bahwa PAD secara umum 

hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sebesar 10%.  

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya 

infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peranan infrastruktur 

dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan 

kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi 

daerah tersebut (Hall, 2009). Oleh karena itu, setiap daerah sekarang ini seolah-olah berlomba untuk 

meningkatkan pembangunan daerahnya. Di Indonesia sendiri pembangunan infrastruktur mendapat 

perhatian khusus, sehingga pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penyediaan 

kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya (Setiawan, 2005). Di dalam struktur APBD, 

alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan dalam kelompok belanja modal.  

Proses penganggaran belanja modal termasuk unik. Proses ini tidak hanya melibatkan 

negosiasi diantara pihak eksekutif, tetapi juga sangat bergantung pada masukan dan saran dari 

insinyur, arsitek dan perencana. Selain itu, dalam penganggaran belanja modal pemerintah daerah 

juga harus memperhatikan perencanaan keuangan jangka panjang terutama untuk pemeliharaan aset 

tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut (Abdullah dan Halim, 2006). Sebelumnya proses 

penentuan besarnya alokasi sumber daya untuk tiap pos belanja lebih didasarkan pada Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan pada jumlah anggaran. 

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan 

pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat yang semakin baik, maka pemerintah pusat melakukan kebijakan melalui dana 

perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN  (Widjaja, 

2002). Dana perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum 
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(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Elmi (2003) dana 

perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara 

pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. 

Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, dana 

perimbangan memiliki peranan yang sangat penting bagi keuangan daerah, terutama dalam 

mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir 

(2009-2012), proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah secara nasional 

mencapai rata-rata 81% (BPS, 2012). Pemerintah melakukan perbaikan secara terus - menerus 

terhadap mekanisme penyaluran transfer ke daerah. 

Menurut Mutiara (2008) dana transfer dari Pemerintah Pusat seharusnya digunakan secara 

efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.  

Namun pada kenyataannya meningkatnya pendapatan daerah tidak selalu berimbas pada 

meningkatnya pertumbuhan daerah tersebut.  

 Dengan laju perkembangan pemekaran wilayah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara 

yang begitu pesat, sampai tahun 2009 jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah 

bertambah jumlahnya menjadi 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Sama 

hal nya dengan provinsi lain, maka provinsi Sumatera Utara juga diberikan kewenangan untuk 

mengelola keuangan daerahnya yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

didaerahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

sendiri, dan dapat menciptakan kemandirian daerahnya menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih 

baik.”  

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal yang berguna untuk mengukur 

hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana satu variabel 

mempengaruhi variabel lain (Umar, 2003). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

merupakan dokumentasi data sekunder yang diperlukan berupa laporan realisasi  APBD  yang 

dipublikasikan pada tahun amatan  2007 – 2012. 

Lokasi penelitian dilakukan pada pemerintah kabupten/kota di Propinsi Sumatera Utara 

dengan menggunakan data pada Badan Pusat Statistik yang beralamat di Jl. Asrama No.179 Medan 

dengan periode penelitian tahun 2008-2012.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD 

Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 33 Kabupaten/Kota (25 Kabupaten dan 8 Kota).  

 

Definisi Operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Ukur 

Variabel Dependen 

Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah (Y) 
Pertumbuhan ekonomi 

daerah adalah proses 

perubahan kondisi 

perekonomian suatu daerah 

secara berkesinambungan 

menuju keadaan yang lebih 

baik selama periode tertentu 

Nilai PDRB atas dasar harga 

konstan pada  kabupaten/kota di 

Sumatera Utara tahun 2007-2012 

Rasio 

Variabel Independen 

Pendapatan Asli Daerah 

(X1) 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan 

pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang 

sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. 

 

Realisasi pendapatan Pajak 

daerah, Retribusi daerah, Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan serta Lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah 

Rasio 

Belanja Modal (X2) Belanja modal merupakan 

pengeluaran anggaran yang 

digunakan dalam rangka 

memperoleh atau 

menambah aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi, yang 

terdiri dari pengeluaran 

untuk tanah, gedung, jalan, 

irigasi. 

Realisasi belanja modal pada 

kabupaten/kota di Sumatera 

Utara tahun 2007-2012. 

Rasio 

Variabel Moderating 

Dana 

Perimbangan 

(X3) 

Dana perimbangan adalah 

dana yang berasal dari 

APBN yang dialokasikan 

untuk membantu 

pembiayaan kegiatan 

daerah, serta mengurangi 

kesenjangan fiskal antara 

pemerintah dengan daerah 

dan antar daerah 

Realisasi dana yang bersumber 

dari penerimaan APBN yang 

terdiri dari DBH, DAU, dan 

DAK kabupaten/kota di 

Sumatera Utara tahun 2007-2012 

Rasio 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisa data adalah cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengelola data yang 

diperoleh agar dapat menghasilkan suatu hasil penelitian yang dapat dibuktikan secara empiris.  

 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian 

asumsi klasik yang dilakukan untuk menentukan syarat persamaan pada model regresi dan dapat 

diterima secara ekonometrik, dalam  analisis ini perlu dilihat terlebih dahulu apakah data 

penelitian bisa dilakukan pengujian model regresi.  
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Pengujian asumsi klasik terdiri dari pengujian normalitas, linieritas, multikolinearitas, dan 

autokorelasi. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji hipotesis pertama 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui jawaban dari dugaan awal penulis terhadap 

pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan setelah data 

memenuhi seluruh ketentuan hasil uji asumsi klasik. Uji hipotesis pertama dalam penelitian ini 

menggunakan model regresi berganda. Persamaan model regresi yang akan digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah 

 

Y = α + b1X1 + b2X2  + e 

Keterangan: 

Y    = Pertumbuhan Ekonomi 

X1  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X2 = Belanja Modal Daerah 

b1, b2, = Koefisien Regresi 

α = Konstanta 

e = error 

 

Untuk mengetahui tingkat determinasi antar variabel maka dilakukan analisis Koefisien 

Determinasi (R2) yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai R menunjukan besarnya pengaruh, sedangkan nilai R 

Square menunjukan seberapa besar kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. Untuk 

melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan maka akan digunakan uji F. 

Selanjutnya, untuk melihat pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y dengan 

menggunakan uji t 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 

software SPPS melalui analisis regresi linier dan hasilnya dapat dilihat pada tabel Model Summary.  

Nilai  R dan R Square pada tabel Model Summary menunjukan besarnya pengaruh X terhadap Y, 

dan seberapa besar kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. (Ghozali, 2005). 

 

Uji-F 

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh  variabel independen terhadap variabel 

dependennya secara simultan. Proses perhitungan menggunakan SPSS melalui analisis regresi linier 

dan hasilnya dapat dilihat pada tabel Anova. Dari hasil uji F, maka pada tabel Anova dapat diketahui 

nilai dari level of significant. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari Alpha 5 % maka secara 

simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya, dan begitu pula sebaliknya. 

(Ghozali, 2005) 

 

Uji-t 

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependennya secara parsial. Proses perhitungan menggunakan SPSS melalui analisis regresi linier 

dan hasilnya dapat dilihat pada tabel Coefficiennts. Dari hasil uji t, maka akan diketahui level of 

significant dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai signifikan lebih 
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kecil dari Alpha 5 % maka secara partial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya, 

dan begitu pula sebaliknya. (Ghozali, 2005). 

 

b. Pengujian hipotesis kedua 

Uji hipotesis kedua dengan menggunakan uji residual. Menurut Ghozali (2005), analisis residual 

menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. Fokusnya adalah ketidak cocokkan 

(lack of fit) yang dihasilkan dari deviasi hubungan linier antar variabel independen. Lack of fit 

ditunjukkan oleh nilai residual didalam regresi. 

Persamaan regresi uji residual adalah sebagai berikut: 

Z  = α + b1X1 + b2X2  + e (1) 

[ e ] = α + b3Y (2) 

Keterangan: 

Y   = Pertumbuhan  Ekonomi 

X1 = Pendapatan Asli Daerah   

X2 = Belanja Modal daerah 

Z =Dana Perimbangan  

b1, b2, = Koefisien Regresi 

α  = Konstanta   

e  = Error 

     Persamaan uji residual ini menggambarkan apakah variabel dana perimbangan merupakan 

variabel pemoderasi. Jika koefisien untuk variabel pemoderasi hasilnya negatif dan signifikan maka 

variabel dana perimbangan merupakan variabel pemoderasi yang memoderasi pengaruh variabel X1 

dan X2  terhadap variabel Y, sebaliknya jika tidak negatif atau tidak signifikan maka variabel dana 

perimbangan bukan merupakan variabel pemoderasi 

 
 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data deskripsi sebagai 

berikut.  

Tabel 2.Statistik deskripsi 

Sumber: Hasil Analisis 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD_X1 
150 

3.97048400E

6 

1.1471200

0E9 

5.10019112

47E7 

1.38436412664E

8 

BM_X2 
150 

2.78672890E

7 

6.1888404

1E8 

1.40628307

28E8 

8.56006541355E

7 

DP_Z 
150 

2.03985233E

8 

1.4224227

4E9 

4.94344305

41E8 

2.51902525424E

8 

P_EKO_Y 150 137.00 41519.32 4.1079E3 7040.56582 

Valid N (listwise) 150     
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Pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh PAD,belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan dana perimbangan sebagai variabel pemoderasi. Uji hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 yaitu koefisien determinasi (R2), uji statistik t, uji 

statistik F, dan uji residual (moderating). 

Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui berapa besar kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi 

variabel dependen serta seberapa besar kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y maka 

akan dilihat dari nilai R dan Adjusted R Square pada tabel Model Summary. 

Tabel 3.Koefisien determinasi 

 

Uji statistik t  

 Uji statistik t digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan ketentuan jika nilai signifikan lebih kecil dari α 

5 % maka secara parsial bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan 

begitu pula sebaliknya. 

 

Tabel 4. Hasil Uji statistik t 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: hasil analisis 

Berdasarkan Tabel diatas, hasil uji statistik t dengan menggunakan taraf signifikan α 5%, maka 

secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pertumbuhan ekonomi 

daerah adalah 0,000 < 0,05 maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Bahwa signifikansi variabel belanja modal dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah 0,001 < 

0,05 maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah. 

Dari uraian yang diatas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.006 .825  -7.282 .000 

PAD .784 .067 .696 11.783 .000 

BM .439 .130 .199 3.370 .001 
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Y = -6, 006 + 0,784 X1 +0,439 X2 + e 

Model persamaan regresi berganda diatas bermakna: 

a. Nilai konstanta sebesar -6,006 yang artinya apabila variabel PAD, belanja modal 

dianggap nol, maka nilai pertumbuhan ekonomi sebesar -6,006. 

b. Variabel PAD (X1) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,784 yang artinya setiap 

penambahan 1% PAD akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 70%. 

c. Variabel belanja modal (X2) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,439 yang 

artinya setiap penambahan 1% belanja modal akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 43%. 

 

Uji statistik F 

Pengujian statistik F ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara  bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.  

Hubungan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen akan dapat 

diketahui  dengan melihat nilai dari level of significant pada tabel Anova.  

Apabila nilai signifikan lebih kecil dari alpha 5% maka secara simultan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikatnya, begitu pula sebaliknya. 

Tabel 5 Hasil uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.873 2 11.437 174.620 .000a 

Residual 9.628 147 .065   

Total 32.501 149    

        Sumber : Hasil analisis 

Berdasarkan hasil dari Tabel  diatas dengan menggunakan taraf signifikansi α = 5% maka 

dapat dilihat secara simultan bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilihat dari nilai sig sebesar 0,000 < nilai α sebesar 0,05. 

Uji residual  

 Uji residual digunakan untuk menguji apakah variabel dana perimbangan dapat menjadi 

variabel pemoderasi yang memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Berdasarkan hasil uji residual terdapat 2 persamaan yang tertera dari Tabel dibawah ini. 
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Tabel 6. Uji residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diturunkan persamaan uji residual pertama sebagai berikut: 

Z  = 4,110 + 0,256 X1 + 0,328 X2 + e    (1) 

Model persamaan regresi diatas bermakna: 

a. Nilai konstanta sebesar 4,110 yang artinya apabila variabel PAD dan belanja modal dianggap 

nol, maka nilai dana perimbangan sebesar 4,110. 

b. Variabel PAD mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,256 yang artinya setiap 

penambahan 1% PAD akan menaikkan jumlah dana perimbangan sebesar 25%. 

c. Variabel belanja modal mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,328 yang artinya setiap 

penambahan 1% belanja modal akan menaikkan jumlah dana perimbangan sebesar 32%.  

Setelah melakukan uji persamaan regresi yang pertama, langkah selanjutnya adalah 

meregresikan nilai residual variabel dana perimbangan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.  

Tabel 7.Hasil Uji residual 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .048 .038  1.254 .212 

P_EKO_Y .010 .011 .073 .894 .373 

a. Dependent Variable: abresid    

    Sumber: Hasil analisis 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.110 .338  12.156 .000 

PAD_X1 .256 .027 .557 9.432 .000 

BM_X2 .328 .053 .363 6.150 .000 

Sumber: Hasil analsis     
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Persamaan Uji residual yang kedua adalah: 

[e]= 0,048 + 0,010 Y  (2) 

 Sebuah variabel bisa menjadi variabel moderating apabila nilai signifikansi < dari nilai α 

dan mempunyai koefisien negatif. Variabel dana perimbangan diatas mempunyai nilai sig sebesar 

0,373 > 0,05 dan mempunyai nilai koefisien 0,073. Sehingga variabel dana perimbangan dianggap 

tidak sebagai variabel pemoderasi atau tidak dapat memperkuat pengaruh antara PAD dan belanja 

modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.  

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan terlihat bahwa PAD berpengaruh signifikan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.  

PAD mempunyai nilai koefisien regresi positif sebesar 0,784  dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Artinya setiap penambahan 1% PAD akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 70%.  

 Semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat pula 

PDRB pemerintah daerah tersebut. Ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan pada 

masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah.   

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal 

berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dari hasil regresi linier berganda yang dilakukan bahwa belanja modal mempunyai nilai 

koefisien positif sebesar 0,439 yang artinya setiap penambahan 1% belanja modal akan menaikkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 43%. 

Hasil uji residual menunjukkan nilai koefisien positif dan tidak signifikan. Variabel dana 

perimbangan mempunyai nilai sig sebesar  0,373 > nilai α sebesar 0,05 dan  mempunyai nilai 

koefisien yang positif sehingga berdasarkan hasil uji residual tersebut variabel dana perimbangan 

dianggap tidak dapat memoderasi hubungan PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal 

berpengaruh positf dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di 

provinsi Sumatera Utara. 

2. Dana perimbangan tidak dapat memoderasi hubungan PAD dan belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah lebih dapat meningkatkan dan memberikan alokasi belanja modal 

serta dana alokasi khusus yang lebih besar dengan lebih tepat sasaran seperti untuk jalan, 

irigasi, infrastruktur lainnya yang berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Serta 

dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya menjadi lebih baik dan 

meningkatkan PAD dengan menggali sumber-sumber keuangan potensial didaerahnya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang terkait dengan 

komponen APBD yang belum dibahas pada penelitian ini, dan sebaiknya dikaji lebih 

mendalam tentang aspek kuantitatif serta menambah rentang waktu penelitian lebih banyak dan 

update agar hasil penelitian selanjutnya lebih representatif. 
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